BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan uraian diatas,

maka diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh personil

PNS di Polda metro Jaya belum optimal. Hal ini dapat diketahui dari hasil

wawancara dan oleh data yang dilaksanakan penulis dengan key informasi dan

juga olah data yang diperoleh dari satker Biro SDM sebagai Pembina fungsi.

Berikut ini hasil kesimpulannya:

1.

Belum optimalnya pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai
PNS Polda Metro Jaya terlihat dari jumlah peserta yang mengikuti
pengembangan masih sedikit, pegawai PNS yang mengikuti pelatihan baru
sedikit dan kuota pelatihan yang terbatas dikarenakan anggaran pelatihan
ada di Mabes dan dipergunakan tidak hanya untuk pelatihan dengan
peserta dari Polda Metro Jaya saja namun juga untuk peserta di mabes
Polri dan Polda-Polda di seluruh Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh
faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembangan kompetensi
pegawai PNS. Berikut ini analisis dari faktor mempengaruhi
pengembangan kompetensi yaitu
a) Faktor dukungan Manajemen Puncak
Pimpinan tertinggi menjadi faktor pendukung dari pengembangan
kompetensi pegawai PNS. Komitmen dukungan manajemen puncak
dalam hal ini Mabes Polri dengan menyelenggarakan pengembangan
bagi PNS merupakan upaya Instansi untuk meningkatkan kompetensi
dari Pegawai PNS. Namun faktor pendukung dari pimpinan tertinggi
ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pegawai PNS
yaitu terlihat hanya sedikit pegawai yang mengikuti pengembangan

yang ada.

117



b) Faktor komitemen dari para spesialis dan generative

d)

Para spesialis dan generative yang dimaksud disini pimpinan yang
berada dibawah pimpinan pusat yaitu berupa pimpinan satker atau
pejabat yang di satker-satker. Untuk komitmen dari para spesialis dan
generate ini menjadi faktor pendukung. Ini dikarenakan seluruh
pejabat di tingkat satker mengijinkan pegawainya untuk mengikuti
pengembangan kompetensi. Informasi terkait pengembangan dari
Biro SDM di informasikan kembali kepada seluruh pegawai yang
masih belum mengikuti pengembangan dan membuat usulan bagi
pegawai yang berminat untuk mengikuti pengembangan kompetensi
yang ada

Faktor Kemajuan teknologi

Teknologi yang ada di kepolisian berupa aplikasi SIPP belum
dipergunakan dalam pelaksanaan pengembangan. Data dari aplikasi
SIPP yang terdiri dari data diri, kompetensi yang dimiliki dan
pengembangan yang telah diikuti pegawai belum update sehingga
aplikasi SIPP tidak dipergunakan dalam pelaksanaan pengembangan
kompetensi. Pemetaan yang seharusnya dilakukan dan dipergunakan
untuk pelaksanaan pengembangan belum ada di Polda Metro Jaya.
Padahal pemetaan bisa diperoleh dari aplikasi SIPP apabila data dari
SIPP valid. Selain itu juga belum dipergunakannya Aplikasi MYASN
sebagai aplikasi yang dapat memberikan nilai prosfesionalitas dan
kompetensi pegawai. Baik Aplikasi SIPP maupun aplikasi MYASN
seharus dapat mempermudah Pembina fungsi untuk memetakan
personil mana yang seharusnya mengikuti pengembangan dan
mengoptimalkan pengembangan kompetensi PNS di Polda Metro
Jaya.

Faktor kompleksitas organisasi

Struktur organisasi telah disusun sesuai dengan wewenang, jabatan

dan DSP pegawai yang menjadi pelaksana tugas. Jabatan kosong dan
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pegawai yang riil masih jauh dibawah DSP mengakibatkan adanya
pelaksanan tugas ganda dari pegawai yang ada. Akibatnya kompetensi
yang dimiliki pegawai menjadi tidak jelas dan pengembangan tidak
dilakukan dengan alasan pekerjaan tidak dapat ditinggal.
e) Faktor Gaya Belajar

Gaya belajar yang dipergunakan dalam Pendidikan dan pelatihan
untuk pengembangan kompetensi di Polda Metro Jaya mengikuti gaya
off job. Namun alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggal, keluarga
dan lain-lain menjadi penyebab masih banyak pegawai yang tidak
mengiuti pelatihan yang ada. Belum adanya pengembangan yang
menggunakan gaya belajar yang memanfaatkan teknologi, on job atau
gabungan dari onjon dan off job menjadi faktor kurang motivasi dari
pegawai mengikuti pengembangaan sehingga pengembangan
kompetensi yang ada menjadi belum optimal.

f) Faktor fungsi-fungsi Sumber Daya Manusia Lainnya

Untuk fungsi-fungsi sumber daya lainnya menjadi pendukung dalam
pengembangan kompetensi. Hal ini terlihat untuk fungsi sumber daya
mausia lainnya yaitu bagian jabatan akan memproses usulan jabatan
yang diperoleh dari satker pengirim terkait permintaan jabatan untuk
pegawai yang memiliki kompetensi sebagai penghargaan kepada
pegawai tersebut. Selain itu juga fungsi yang berkaitan pangkat juga
akan memproses kenaikan pangkat lebih cepat waktunya untuk
pegawai yang dinilai memiliki kompetensi atas dasar usulan dari
satker jajaran. Selain itu juga penyebaran untuk informasi terkait
pengembangan dan reward yang dapat diperoleh juga dilaksanakan
oleh fungsi-fungsi sumber daya manusia lainnya dalam upaya
meningkatkan motivasi dan semangat pegawai untuk mengikuti

pengembangan yang ada.

Dari faktor-faktor diatas yang mempengaruhi pengembangan diatas

dapat terbagi menjadi dua (2) faktor. yaitu faktor pendukung dan faktor
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penghambat. Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat
mengoptimalkan pengembangan kompetensi. Namun dalam pelaksanaan
di Polda Metro Jaya faktor pendukung masih belum digunakan secara
maksimal sehingga pengembangan kompetensi masih belum optimal.
Yang termasuk faktor pendukung yaitu faktor manajemen puncak, faktor
komitemen dari para spesialis dan generative, dan faktor fungsi-fungsi
sumber daya manusia lainnya. Sedangkan yang menjadi faktor yang
mempengaruhi dan membuat pengembangan menjadi tidak optimal
merupakan faktor penghambat. Yang termasuk ke faktor penghambat yaitu
faktor kemajuan teknologi, faktor kompleksitas organisasi, dan faktor gaya

belajar.

. Dari uraian diatas berdasarkan analisis dari faktor-faktor yang

mempengaruhi pengembangan kompetensi maka dapat dirckomendasikan

strategi untuk pengembangan kompetensi pegawai PNS sebagai berikut ini

a. Melakukan perencanaan dengan penentuan identifikasi kebutuhan
pengembangan yang diperoleh dari data hasil pemetaan kompetensi
yang dimiliki masing-masing pegawai. Pemaksimalan penggunaan
teknologi dengan melakukan update data pada aplikasi SIPP dan
penggunaan aplikasi MY ASN sebagai dasar pemetaan data
kompetensi yang dimiliki pegawai. Apabila data di aplikasi SIPP telah
valid dan penilaian profesionalitas dan kompetensi pada aplikasi MY
ASN maka dapat dipergunakan oleh pejabat terkait sebagai dasar
membuat kebijakan untuk pengoptimalan pengembnagan kompetensi
pegawai PNS.

b. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi.
Dalam tahap ini dilakukan koordinasi dengan pejabat Pembina SDM
ditingkat satker sosialisasi terkait data pegawai hasil pemetaan yang
masih belum memiliki kompetensi dan mengikuti pengembangan agar
mau mengikuti pengembangan dan mengirimkan surat usulan

pelaksanaan pengembangan pegawai ke Biro SDM.

120



c. Tahap selanjutnya adalah evaluasi
Dalam tahap ini dilakukan atas pelaksanaan pengembnagan
kompetensi yang telah dijalankan dan evaluasi kompetensi dari
pelaksanaan serta evaluasi jabatan yang dimiliki oleh pegawai PNS
yang bertugas di Polda Metro Jaya, membuat daftar pegawai yang
masih perlu mengikuti  pelatihan sesuai dengan jabatan dan
mengusulkan jabatan juga kenaikan pangkat kepada pegawai yang
telah memiliki kecukupan kompetensi. Melalui evaluasi akan
diperoleh juga kebutuhan kuota yang sebenarnya dibutuhkan oleh
Polda Metro Jaya untuk proses pengembangan. Terkait dengan
kekurangan kuota pengembangan dapat diambil langkah-langkah

untuk mengatasi kekurangan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai

berikut:

1.

Memberikan perhatian lebih untuk faktor-faktor penghambat dalam
pengembangan kompetensi yaitu penggunaan teknologi, kompleksitas
organisasi dan gaya belajar dalam pengembangan kompetensi pegawai.
Bekerja sama dengan instansi lain untuk mengurangi faktor penghambat
yang ada dan menginplementasikan pengembangan kompetensi dari
instansi lain yang dinilai cukup berhasil melaksanakan pengembangan
kompetensi yang disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan di Polda
Metro Jaya. Bekerja sama dengan instansi lain terkait dengan penggunaan
teknologi dan gaya belajar yaitu mempelajari bagaimana instansi lain
menggunakan teknologi dalam pengembangan kompetensinya dan
pelaksanaan gaya belajar pendidikan dan pelatihan sehingga
pengembangan kompetensi dapat optimal. Terkait dengan kompleksitas
organisasi perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk mengisi

kekosongan pegawai agar sesuai dengan DSP yang ada seperti
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penggunaan pegawai P3K atau penerimaan PNS baru.

Satker Biro SDM sebagai Pembina fungsi SDM di Polda Metro Jaya perlu
melakukan evaluasi atas strategi yang ada dan berkerja sama dengan
seluruh pihak agar dapat dilakukan penyusunan standar kompetensi yang
harus dimiliki oleh pegawai, menyusun kebijakan terkait dengan
pengembangan kompetensi pegawai termasuk kebutuhan infrastruktur
yang diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan atas
kompetensi pegawai PNS. Selain itu juga bekerja sama dengan instansi
lain terkait dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi untuk
memaksimalkan pegawai agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan

jabatannya.

. Perlunya adanya penelitian lebih lanjut terkait pengembangan kompetensi

pegawai dan dampaknya terhadap pegawai tersebut juga instansi Polri.
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LAMPIRAN I
Dokumentasi wawancara Informan kunci dalam Penelitian Thesis
“Strategi Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Di Kepolisian

Daerah Metro Jaya”

Informan Kunci 1 (K1) Informan Kunci 2 (K2)

Informan Kunci 5 (K5) Informan Kunci 6 (K6)
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Informan Kunci 7 (K7)
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Strategi Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri

Sipil di Kepolisian Daerah Metro Jaya

Nama Peneliti : Windhy Puspitaningrum
Program Study : Magister Terapan
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Manusia

Daftar Pertanyaan

I.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum kompetensi PNS di Polda
Metro jaya?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum proses pengembangan
kompetensi PNS di Polda Metro jaya?

Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat standar kompetensi PNS dalam
menduduki jabatan?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara menentukan seseorang memiliki
kompetensi ?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penetapan personil yang memerlukan
pengembangan kompetensi?

Menurut Bapak/Ibu bagaimana penilaian kompetensi yang dimiliki oleh
personil PNS?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tahapan pelaksanaan pengembangan
kompetensi di Polda Metro Jaya?

Menurut Bapak/Ibu, apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam
pengembangan kompetensi yang menmpengaruhi belum optimalnya
kompetensi?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi

Pendidikan dan pelatihan klasikal dan non klasikal?

10. Menurut Bapak/Ibu, adakah dari faktor dari pegawai yang mempengaruhi
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11.

12.

13.

14.

pengembangan kompetensi belum optimal?

Menurut Bapak/Ibu, apakah pengembangan kompetensi yang diberikan kepada
pegawai sudah memenuhi 20 JP?

Menurut Bapak/Ibu, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk
mengurangi/menghilangkan faktor yang mempengaruhi belum optimalnya
pengembangan kompetensi PNS di Polda metro Jaya?

Apakah terdapat reward bagi personil yang telah mengikuti pengembangan dan
memiliki kecukupan kompetensi dalam pelaksanaan tugasnya ?

Bagaimana strategi yang dimiliki terkait pengoptimalan pengembangan

kompetensi?
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Lampiran 111

Nomor sampel o1
Unit Kerja : Biro Sumber Daya Manusia
Alamat : Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55

Jakarta Selatan

Latar Belakang Responden
Jabatan : Kasubbag PNS Biro SDM Polda Metro Jaya

Pertanyaan

I.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum kompetensi PNS di Polda
Metro jaya?

Menurut saya, kompetensi yang dimiliki personil PNS di Polda Metro Jaya
masih belum maksimal, masih banyak PNS yang belum melaksanakan
pengembangan. Untuk standar kompetenis yang wajib dimiliki oleh personil
belum ada sehingga tidak daptahui GAP dari masing-masing pegawai dengan
standar kompetensi yang seharusnya ada.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum proses pengembangan
kompetensi PNS di Polda Metro jaya?

Menurut saya, proses pengembangan kompetensi di Polda Metro Jaya masih
belum maksimal, kami telah melakukan perencaan terkait pengembangan
melalui Pendidikan dan pelatihan yang didasarkan jadwal tahunan SDM
Mabes Polri namun kami kesulitan untuk menentukan personil yang mau
mengikuti pengembangan. Jadi pengembangan kompetensi didasarkan kepada
personil yang memang berkeinginan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan
saja.

Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat standar kompetensi PNS dalam
menduduki jabatan?

Standar kompetensi telah kami pergunakan sebagai dasar dalam menduduki
jabatan, seperti latar belakang pekerjaan, pendidikan dan pelatihan. Namun

masih banyak personil yang menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan
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Pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya. Dan terdapat personil yang belum
mengikuti pelatihan namun telah menduduki jabatan.

. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara menentukan seseorang pegawai memiliki
kompetensi ?

Menurut saya apabila seorang pegawai memiliki kompetensi maka akan
terlihat bahwa pegawai tersebut telah mengikuti pelatihan yang disesuaikan
dengan bidang kerjanya. Selain itu juga pengaman pekerjaan yang juga
menjadi bukti bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi

. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat pemetaan atas kompetensi yang dimiliki
oleh personil PNS di Polda Metro Jaya?

Instansi Polri memang memiliki aplikasi SIPP, dimana dalam aplikasi SIPP
tercatat data masing-masing personil, mulai data pribadi, keluarga termasuk
Pendidikan umum, jabatan dan Pendidikan serta pelatihan yang dimilikinya.
Namun Aplikasi SIPP ini tidak dapat sepenuhnya kami pergunakan sebagai
dasar untuk mengetahui kompetensi personil dikarenakan masih banyak
personil yang belum melakukan update data diri personil.

. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penetapan personil yang memerlukan
pengembangan kompetensi?

Selama ini kami melaksanaakan pengembangan didasarkan pada usulan dari
masing-masing unit kerja. Namun apabila dilihat dari animo peserta yang
mengikuti pengembangan kompetensi sangat sedikit jumlahnya maka
diperlukan adanya pemetaan dari kompetnsi yang dimiliki oleh maisng-masing
personil.

. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penilaian kompetensi yang dimiliki oleh
personil PNS?

Penilaian yang dilakukan untuk personil PNS berupa assessment baru
dilakukan utnuk personil golong IV Ketika akan menduduki jabatan. Namun
untuk personil PNS yang dengan golongan IIl kebawah belum dilakukan
penilaian assessment.

. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tahapan pelaksanaan pengembangan
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10.

11.

12.

13.

kompetensi di Polda Metro Jaya?

Tahap dari pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai PNS di Polda
Metro Jaya dimulai dari permintaan dari Mabes tentang kebutuhan peserta
suatu Pendidikan dan pelatihan berdasarkan rencana Pendidikan tahunan
mabes. Kemudian kami meneruskan permintaan melalui surat tergram untuk
satker jajaran terkait dengan kebutuhan personil untuk mengikuti Pendidikan
dan pelatihan tersebut. Respon dari satuan kerja dengan mengirimkan nama-
nama personil yang berminat untuk Pendidikan dan pelatihan kami teruskan ke
mabes Polri untuk proses seleksi dan pelaksaan pengembangan kompetensi.
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi
Pendidikan dan pelatihan klasikal dan non klasikal?

Sebenarnya pelatihan klsikal dan non klasikal sudah diterapkan di Polda Metro
Jaya, Pada pelatihan klasikal menekankan kegiatan pembelajaran tatap muka
dalam kelas seperti E-learning.

Menurut Bapak/Ibu, apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam
pengembangan kompetensi yang menmpengaruhi belum optimalnya
kompetensi?

Kuota peserta yang terbatas dan juga anggaran Pendidikan dan pelatihan
menjadi kendala yang mempengaruhi pengembangan kompetensi personil
PNS.

Menurut Bapak/Ibu, adakah dari faktor dari pegawai yang mempengaruhi
pengembangan kompetensi belum optimal?

Kurangnya motivasi untuk mengikuti pengembangan serta keperluan peribadi
dari masing-masing personil menjadi alassan belum optimalnya
pengembangan kompetensi PNS.

Menurut Bapak/Ibu, apakah pengembangan kompetensi yang diberikan kepada
pegawai sudah memenuhi 20 JP?

Masih banyak PNS yang belum mengikuti pengembangan kompetensi yang
diselenggarakan oleh Instansi Polri sehingga 20 JP belum bisa terpenuhi.
Menurut Bapak/Ibu, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk
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14.

15.

mengurangi/menghilangkan faktor yang mempengaruhi belum optimalnya
pengembangan kompetensi PNS di Polda metro Jaya?

Melakukan koordinasi dengan pejabat yang berwenang di satuan kerja agar
membuatkan surat perintah agar personil yang belum mengikuti pelatihan
dapat segera diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi yang ada.
Apakah terdapat reward bagi personil yang telah mengikuti pengembangan dan
memiliki kecukupan kompetensi dalam pelaksanaan tugasnya ?

Reward diberikan berupa jabatan bagi personil yang memiliki kecukupan
kompetensi dan telah mengikuti pengembangan kompetensi yang sesuai
dengan bidang pekerjaan masing-masing pegawai.

Bagaimana strategi yang dimiliki terkait pengoptimalan pengembangan
kompetensi?

Strategi terkait pengoptimalan pengembangan yaitu melalui pejabat yang
mengelola SDM di satuan kerja agar bisa mengirimkan PNS-PNS untuk

mengikuti Pendidikan dan pelatihanpengembangan kompetensi..
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Lampiran 111

Nomor sampel )
Unit Kerja : Biro Sumber Daya Manusia
Alamat : Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55

Jakarta Selatan

Latar Belakang Responden
Jabatan :Paur Seleksi Biro SDM Polda Metro Jaya

Pertanyaan

I.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum kompetensi PNS di Polda
Metro jaya?

PNS yang bertugas di Polda metro Jaya masih banyak yang belum mengikuti
pengembangan kompetensi yang ada. Sehingga kompetensi yang dimiliki oleh
personil PNS masih belum maksimal dari yang seharusnya.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum proses pengembangan
kompetensi PNS di Polda Metro jaya?

Menurut saya, Instansi telah berusaha untuk menyediakan pengembangan
kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi
yang dimiliki oleh personil PNS. Namun data yang di kami, masih banyak
personil yang tidak bersemangat untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan
pengembangan kompetensi.

Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat standar kompetensi PNS dalam
menduduki jabatan?

Sesuai dengan aturan yang ada, dalam menduduki jabatan yang ada terdapat
standar kompetensi yang di perlukan. Namun keadaan yang ada masih banyak
PNS yang mendapatkan jabatan yang belum diikuti dengan kompetensi yang
sesuai.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara menentukan seseorang pegawai memiliki
kompetensi ?

Dikatakan berkompetensi apabila telah mengikuti pelatihan yang sesuai bidang
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kerja dan juga pengalaman pekerjaan sebelumnya juga menjadi bukti bahwa
yang bersangkutan memiliki kompetensi atas pekerjaan tersebut.

. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat pemetaan atas kompetensi yang dimiliki
oleh personil PNS di Polda Metro Jaya?

Aplikasi SIPP menjadi dasar untuk mengetahui data terkait dengan personil
yang bertugas di Polda Metro Jaya, termasuk juga kompetensi yang dimiliki
oleh personil tersebut. Meskipun masih terdapat kekurangan yaitu masih
banyak personil yang belum melakukan update atas data yang dimilikinya.

. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penetapan personil yang memerlukan
pengembangan kompetensi?

Penetapan personil yang memerlukan pengembangan kompetensi yang di
peroleh melalui usulan dari satuan kerja dari masing-masing personil tersebut.
Kami menerima data personil yang mengikuti dan mengirimkan data tersebut
ke Mabes Polri.

. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penilaian kompetensi yang dimiliki oleh
personil PNS?

Penilaian personil PNS baru sebatas SKP yang menilai kinerja dari personil
tersebut sedangkan untuk penilaian kompetensi belum dilakukan. Penilaian
assessment dilakukan hanya untuk personil dengan golongan IV keatas.

. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tahapan pelaksanaan pengembangan
kompetensi di Polda Metro Jaya?

Tahapan pengembangan diawali dari surat permintaan Mabes yang kemudian
dilanjutkan permintaan personil ke unit satuan kerja yang ada di Polda Metro
Jaya. Satuan kerja mengirimkan personil yang akan mengikuti Pendidikan dan
pengembangan kompetensi PNS.

. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi
Pendidikan dan pelatihan klasikal dan non klasikal?

Pengembangan kompetensi peronil telah dilakukan melalui Pendidikan dan
pelatihan klasikal yang berupa pembelajaran dengan metode pembelajaran

tatap muka di kelas dan juga melalui E learning.
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10.

11.

12.

13.

14.

Menurut Bapak/Ibu, apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam
pengembangan kompetensi yang menmpengaruhi belum optimalnya
kompetensi?

Keterbatasan kuota yang dapat menjadi peserta pelatihan membuat tidak
banyak peserta yang mengikuti pelatihan dan pengembangan tidak banyak.
Anggaran pelatihan juga terpusat di Mabes Polri sehingga kegiatan tetap
mengikuti rencana pelatihan dari Mabes Polri.

Menurut Bapak/Ibu, adakah dari faktor dari pegawai yang mempengaruhi
pengembangan kompetensi belum optimal?

Kurangnya motivasi dari personil PNS dan pekerjaan yang banyak menjadi
alasan pegawai untuk tidak mengikuti pengembangan kompetensi dan ini
menyebabkan pengembangan kompetensi menjadi tidak optimal.

Menurut Bapak/Ibu, apakah pengembangan kompetensi yang diberikan kepada
pegawai sudah memenuhi 20 JP?

Kebutuhan pelatihan 20 JP belum dilaksanakan oleh seluruh pergawai PNS.
Menurut Bapak/Ibu, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk
mengurangi/menghilangkan faktor yang mempengaruhi belum optimalnya
pengembangan kompetensi PNS di Polda metro Jaya?

Berkoordinasi dengan personil yang berwenang dalam pengelolaan pegawai di
masing-masing  satuan kerja untuk memaksimalkan pelaksanaan
pengembangan kompetensi PNS.

Apakah terdapat reward bagi personil yang telah mengikuti pengembangan dan
memiliki kecukupan kompetensi dalam pelaksanaan tugasny ?

Bagi pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi dan memiliki
kompetensi dapat diberikan kenaikan pangkat lebih cepat dari pegawai yang
belum mengikuti pengembangan kompetensi. Selain itu PNS yang telah
mengikuti dan memiliki kompetensi akan diprioritaskan untuk mendapat

jabatan yang sesuai dengan bidang kompetensi yang dimilikinya.
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15. Bagaimana strategi yang dimiliki terkait pengoptimalan pengembangan
kompetensi?
Berkaitan dengan hal tersebut kami mengikuti masih mengikuti kebijakan dari

mabes Polri terkait dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS.
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Lampiran 111

Nomor sampel 03
Unit Kerja : Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasada)
Alamat : Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55

Jakarta Selatan

Latar Belakang Responden

Jabatan : Kasubbag Renmin Satker

Pertanyaan

I.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum kompetensi PNS di Satker
Itwasda Polda Metro jaya?

PNS yang bertugas di satker Itwasda Sebagian besar telah mengikuti telah
mengikuti pelatihan dna pengembangan kompetensi yang ada seperti
Dikbangspes, PKS dan PKP.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum proses pengembangan
kompetensi PNS di Satker Itwasda Polda Metro jaya?

Menurut saya, PNS yang bertugas di satker itwasda Sebagian telah mengikuti
pengembangan kompetensi yang diselenggrakan oleh Instansi melalui SDM.
Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat standar kompetensi PNS dalam
menduduki jabatan?

Standar yang ada di satker Itwasda sesuai dengan jabatan dan pekerjaan yang
menjadi tanggungjawabnya. Seperti Bendahara diperlukan pelatihan dan
sertifikasi bendahara, selain itu diperlukan ketrampilan surat menyurat,
jukminu dan Takkah surat dinas dan standar sesuai dengan Jabatannya
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara menentukan seseorang pegawai memiliki
kompetensi ?

Menurut saya dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Polri dan juga
bidang kerja yang telah dijalanaini oleh peawwai tersebut mengindikasikan

bahwa personil tersebut memiliki kompetensi
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10.

Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat pemetaan atas kompetensi yang dimiliki
oleh personil PNS di Satker Itwasda Polda Metro Jaya?

Pemetaan yang dilakukan di Satker Itwasda dilakukan melalui aplikasi SIPP.
Aplikasi tersebut telah terinput data terkait dengan personil yang bertugas di
Itwasda berserta kompetensi yang dimiliki juga Pendidikan dan pelatihan yang
diikutinya.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penetapan personil yang memerlukan
pengembangan kompetensi?

Penetapan personil yang memerlukan pengembangan di lakukan dengan
melihat personil-personil mana yang belum mengikuti pelatihan dan juga
dengan melihat bidang kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Bapak/Ibu bagaimana penilaian kompetensi yang dimiliki oleh
personil PNS?

Penilai kompetensi yang dimiliki personil hanya dilihat dari kecakapan
personil tersebut dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan yang menjadi
tanggung jawabnya.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tahapan pelaksanaan pengembangan
kompetensi di satker Itwasda Polda Metro Jaya?

Tahapan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi di satker kami melalui
pendampingan dalam pelaksanaan tugas sedangan terkait dengan pelatihan dan
pengembangan kompetensi kami menuggu arahan dan petunjuk dari satker
Pembina SDM.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi
Pendidikan dan pelatihan klasikal dan non klasikal?

Terkait dengan Pendidikan dan pelatihan dan klasikal itu menjadi wewenang
dari satker Pembina SDM dan Non klasikal terdapat pelatihan seperti
bendahara, PPK dan PPSPM yang menggunakan metode E-Learning..
Menurut Bapak/Ibu, apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam
pengembangan kompetensi yang menmpengaruhi belum optimalnya

kompetensi?
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11.

12.

13.

14.

15.

Katerbatasan kuota peserta seperti pengembangan melalui Pendidikan S2 yang
diberikan beasiswa, satker kami tidak mendapatkannya

Menurut Bapak/Ibu, adakah dari faktor dari pegawai yang mempengaruhi
pengembangan kompetensi belum optimal?

Di satker kami banyak personil PNS yang telah mengikuti pengembangan
kompetensi sehingga kompetensi yang dimmiliki oleh personil kami cukup
optimal dan hanya sedikit personil yang belum mengikuti pengembangan telah
mendekati pensiun.

Menurut Bapak/Ibu, apakah pengembangan kompetensi yang diberikan kepada
pegawai sudah memenuhi 20 JP?

Masih banyak PNS yang belum mengikuti pengembangan kompetensi yang
diselenggarakan oleh Instansi Polri sehingga 20 JP belum bisa terpenuhi.
Menurut Bapak/Ibu, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk
mengurangi/menghilangkan faktor yang mempengaruhi belum optimalnya
pengembangan kompetensi PNS di Satker Itwasda Polda metro Jaya?
Menambah kuota dan jenis Pendidikan dan pelatihan yang dapat diikuti
Personil sehingga akan dapat memotivasi personil untuk mengikuti Pendidikan
dan oengembangan kompetensi.

Apakah terdapat reward bagi personil yang telah mengikuti pengembangan dan
memiliki kecukupan kompetensi dalam pelaksanaan tugasny ?

Untuk personil yang telah mengikuti pengembangan dan memiliki kecukupan
kompetensi diusulkan untuk menduduki jabatan sesuai dengankeahlian dari
masing-mmasing personil.

Bagaimana strategi yang dimiliki terkait pengoptimalan pengembangan
kompetensi?

Strategi pengoptimalan kompetensi menjadi wewenang dari satker Pembina

fungsi SDM.
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Lampiran 111

Nomor sampel 2 4

Unit Kerja : Biro Perencanaan Umum dan Anggaran
(Rorena)

Alamat : Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55

Jakarta Selatan
Latar Belakang Responden

Jabatan : Kasubbag Renmin

Pertanyaan

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum kompetensi PNS di Satker

Rorena Polda Metro jaya?
Kompetensi yang dimiliki personil PNS di Rorena PMJ sudah baik namun
belum maksimal. Pelaksanaan tugas telah berjalan sesuai dengan aturan yang
ada.

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum proses pengembangan
kompetensi PNS di Satker Rorena Polda Metro jaya?
Personil PNS di satker Rorena Sebagian telahh mengikuti Pendidikan dan
pelatihan pengembangan komptensi namun Sebagian lainnya masih belum
mengikuti Pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi.

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat standar kompetensi PNS dalam
menduduki jabatan?
Standar kompetensi PNS disesuaikan dengan jabatan yang menjadi tanggung
jawabnya.

4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara menentukan seseorang pegawai memiliki
kompetensi ?
Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dan pengalaman kerja yang selama
ini dijalankan oleh yang bersangkutan.

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat pemetaan atas kompetensi yang dimiliki
oleh personil PNS di Satker Rorena Polda Metro Jaya?
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10.

11.

Pemetaan kompetensi yang dimiliki personil PNS menjadi wewenang dari
satker SDM.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penetapan personil yang memerlukan
pengembangan kompetensi?

Penetapan personil yang memerlukan pengembangan belum dilakukan di
satker Rorena berdasarkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab personil
tersebut dan juga keinginan dari diri sendiri personil untuk mengikuti pelatihan
tersebut.

Menurut Bapak/Ibu bagaimana penilaian kompetensi yang dimiliki oleh
personil PNS?

Penilaian komptensi tidak dilakukan di satker Rorena PMJ. Penyelesaian
pekerjaan menjadi dasar pelaksanaan tugas telah dijalankan dengan baik.
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tahapan pelaksanaan pengembangan
kompetensi di satker Rorena Polda Metro Jaya?

Terkait dengan tahapan pelaksanaan pengembangan kompetensi kai menunggu
petunjuk dan arahan dari satker SDM sebagai Pembina fungsi

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi
Pendidikan dan pelatihan klasikal dan non klasikal?

Pendidikan dan pelatihan klasikal menjadi wewenang dari satker SDM
sedangkan untuk Pendidikan dan pelatihan non klasikal dilaksanakan di Satker
Rorena melalui E-Learning untuk jabatan bendahara, PPK dan PPSPM.
Menurut Bapak/Ibu, apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam
pengembangan kompetensi yang menmpengaruhi belum optimalnya
kompetensi?

Masalah terkait dengan pengembangan kompetensi belum optimal terkait
dengan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan juga jenis pelatihan yang
terbatas seperti kesempatan medapatkan beasiswa S2.

Menurut Bapak/Ibu, adakah dari faktor dari pegawai yang mempengaruhi
pengembangan kompetensi belum optimal?

Faktor dari diri personil tersebut seperti untuk PNS Perempuan dikarenakan
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12.

13.

14.

15.

memiliki anak balita, kepentingan pribadi personil PNS tersebut dan kurangnya
motivasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi.

Menurut Bapak/Ibu, apakah pengembangan kompetensi yang diberikan kepada
pegawai sudah memenuhi 20 JP?

Masih banyak PNS yang belum mengikuti pengembangan kompetensi yang
diselenggarakan oleh Instansi Polri sehingga 20 JP belum bisa terpenuhi.
Menurut Bapak/Ibu, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk
mengurangi/menghilangkan faktor yang mempengaruhi belum optimalnya
pengembangan kompetensi PNS di Satker Itwasda Polda metro Jaya?

Jenis Pendidikan dan metode pelatihan yang bisa dilaksanakan secara online
akan dapat memotivasi personil dalam mengikuti pengembangan kompetensi.
Apakah terdapat reward bagi personil yang telah mengikuti pengembangan dan
memiliki kecukupan kompetensi dalam pelaksanaan tugasnya ?

Diusulkan untuk menduduki jabatan bagi personil yang telah memiliki
kecukupan kompetensi dan mengikuti pengembangan.

Bagaimana strategi yang dimiliki terkait pengoptimalan pengembangan
kompetensi?

Startegi pengoptimalan pengembangan kompetensi dengan menerbitkan surat
perinta agar personil mengikuti pelatihan dan pengembangan bagi yang belum

memenuhi persyaran pengembangan kompetensi.
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Lampiran 111

Nomor sampel : 5
Unit Kerja : Bidang Keuangan (Bidkeu)
Alamat : Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55

Jakarta Selatan

Latar Belakang Responden

Jabatan : Kasubbag Renmin

Pertanyaan

I.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum kompetensi PNS di Satker
Bidkeu Polda Metro jaya?

Sebagian besar personil PNS di satker kami telah memilik kompentesi yang
sesuai, hanya segian kecil yang masih kurang kompetensinya dengan alasan
menjelang pension yang bersangkutan tidak mengukiti Pendidikan dan
pelatihan pengembangan kompetensi

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum proses pengembangan
kompetensi PNS di Satker Bidkeu Polda Metro jaya?

Menurut saya gambaran umum proses pengembangan kompetensi PNS di
Polda Metro Jaya sudah baik hal ini terlihat sebagian besar personil telah
mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi
dari personil tersebut.

Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat standar kompetensi PNS dalam
menduduki jabatan?

Standar kompetensi yang dipergunakan disesuaikan latar belakang Pendidikan
dan pelatihan yang telah diikuti dengan menimbang jenis pekerjaan yang telah
dikerjakan personil tersebut selama ini.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara menentukan seseorang pegawai memiliki
kompetensi ?

Menurut saya seorang pegawai dikatakan memiliki kompetensi dapat diketahui

melalui pemdidikan dan pelatihan yang dimiliki yang bersangkutan. Selain itu
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juga pekerjaan atau jabatan yang sebelumnya mejadi tanggungjawabnya juga
mengindikasikan personil tersebut berkompetensi.

. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat pemetaan atas kompetensi yang dimiliki
oleh personil PNS di Satker Bidkeu Polda Metro Jaya?

Satker kami selaku Pembina fungsi keuangan melakukan pemetaan kompetensi
yang dimiliki oleh anggota kami dan mengusulkan personil yang belum
melaksanakan peningkatan kompetensi untuk segeramengikuti pelatihan dan
pengembangan.

. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penetapan personil yang memerlukan
pengembangan kompetensi?

Kami telah memiliki data-data terkait personil secara manual dan juga melihat
dari Aplikasi SIPP, sehingga kami mengetahui personil yang membutuhkan
pengembangan kompetensi.

. Menurut Bapak/Ibu bagaimana penilaian kompetensi yang dimiliki oleh
personil PNS?

Penilaian komptensi tidak dilakukan di satker Rorena PMJ. Penyelesaian
pekerjaan menjadi dasar pelaksanaan tugas telah dijalankan dengan baik.

. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tahapan pelaksanaan pengembangan
kompetensi di satker Bidkeu Polda Metro Jaya?

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi kami menunggu permintaan
dari Biro SDM selaku Pembina fungsi, dan dengan dasar tersebut maka kami
baru bisa menetapkan personil mana yang membutuhkan pengembangan.
Selanjutkan kami akan mengirimkan namma personil untuk dapat mengikuti
pengembangan kompetensi.

. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi
Pendidikan dan pelatihan klasikal dan non klasikal?

Pelaksanaan pengembangan dengan Pendidikan dan pelatihan klasikal
dilaksanakan melalui SDM oleh Mabes Polri sedangkan untuk klasikal kami
telah melaksanakan Pendidikan dan pelatihan non klasikal yaitu melalui E-

Learning untuk personil dengan jabatan PPK, PPSPM dan bendahara.
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10.

11.

12.

13.

14.

Menurut Bapak/Ibu, apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam
pengembangan kompetensi yang menmpengaruhi belum optimalnya
kompetensi?

Menurut saya masalah-msalah yang dihadapi yang mempengaruhi
pengembangan kompetensi selain dari diri personal PNS itu adalah jenis
pengembangan, motde pembelajaran dan kuota peserta yang dapat mengikuti
Pendidikan dan pelatihan tersebut.

Menurut Bapak/Ibu, adakah dari faktor dari pegawai yang mempengaruhi
pengembangan kompetensi belum optimal?

Faktor dari pegawai sangat besar pengaruhnya dalam belum optimalnya
pengembangan kompetensi. Alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan,
kepentingan keluarga yang tidak bisa untuk tidak pulang dikarenakan sedang
Pendidikan dan pelatihan menjadi alasan pegawai utnuk tidak mengikuti
pengembangan kompetensi. Apabila banyak PNS tidak mengikuti Pendidikan
dan pelatihan makan akan menjadikan belum optimalnya pengembanagn yang
diselenggarakan di Polda Metro jaya.

Menurut Bapak/Ibu, apakah pengembangan kompetensi yang diberikan kepada
pegawai sudah memenuhi 20 JP?

Pengembangan kompetensi 20 JP belum dijalankan di satker kami. Kami baru
memastikan personil-personil kami agar dapat mengikuti Pendidikan dan
pelatihan yang ada dan disesuaikan dengan pekerjaan yang mereka lakukan
saat ini.

Menurut Bapak/Ibu, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk
mengurangi/menghilangkan faktor yang mempengaruhi belum optimalnya
pengembangan kompetensi PNS di Satker Bidkeu Polda metro Jaya?
Melakukan pendekan secara personil tentang kebutuhan mereka akan
pengembangan dan maanfaat dari pengembangan yang mereka lakukan serta
menerbitkan surat perintah bagi yang belum memiliki kecukupan pelatihan dan
Pendidikan agar dapat mengikutinya.

Apakah terdapat reward bagi personil yang telah mengikuti pengembangan dan
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15.

memiliki kecukupan kompetensi dalam pelaksanaan tugasnya ?

Menduduki jabatan menjadi rewad dari personil yang telah mengikuti peltihan
dan pengembangan kompetensi.

Bagaimana strategi yang dimiliki terkait pengoptimalan pengembangan
kompetensi?

Strategi yang dapat dilakukan agar pengembangan kompetensi dapat berjalan
optimal adalah dengan pendekatan terhadap personil tersebut dan memberikan
surat perintah agar personil dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan

tersebut .
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Lampiran 111

Nomor sampel 16
Unit Kerja : Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)
Alamat : Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55

Jakarta Selatan

Latar Belakang Responden

Jabatan : Kasubbag Renmin

Pertanyaan

I.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum kompetensi PNS di Satker
Ditbinmas Polda Metro jaya?

Personil PNS yang disatker kami

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum proses pengembangan
kompetensi PNS di Satker Ditbinmas Polda Metro jaya?

Personil PNS di satker Ditbinas sebagain telah mengikuti pengembangan
kompetensi dan Sebagian lagi masih belum mengikuti pengembangan
kompetensi.

Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat standar kompetensi PNS dalam
menduduki jabatan?

Dalam menduduki jabatan standar jabatan dipergunakan sebagai dasar
pengusulan namun selain itu juga pengalaman kerja mendasar bahan
pertimbangan dalam mengusulkan personil untuk menempati suatu jabatan.
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara menentukan seseorang pegawai memiliki
kompetensi ?

Menurut saya pelatihan yang diikuti oleh personil tersebut dan pengalaman
kerja sebelumnya menjadi dasar bahwa seorang pegawai memiliki kompetensi.
Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat pemetaan atas kompetensi yang dimiliki
oleh personil PNS di Satker Ditbinmas Polda Metro Jaya?

Kami telah melakukan pemetaan kompetensi masing-masing pegawai dengan

menggunakan dasar Aplikasi SIPP.
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10.

11.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penetapan personil yang memerlukan
pengembangan kompetensi?

Penetapan personil yang memerlukan pengembangan dilihat dari data
pemetaan yang telah kami lakukan dan aplikasi SIPP.

Menurut Bapak/Ibu bagaimana penilaian kompetensi yang dimiliki oleh
personil PNS?

Penilaian komptensi belum dilakukan di satker kami. Penyelesaian pekerjaan
menjadi dasar pelaksanaan tugas telah dijalankan dengan baik. Dan penilaian
hanya melalui SKP.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tahapan pelaksanaan pengembangan
kompetensi di satker Ditbinmas Polda Metro Jaya?

Terkait dengan tahapan pelaksanaan pengembangan kompetensi kami
menunggu petunjuk dan arahan dari satker SDM sebagai Pembina fungsi
Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi
Pendidikan dan pelatihan klasikal dan non klasikal?

Pendidikan dan pelatihan klasikal menjadi wewenang dari satker SDM
sedangkan untuk Pendidikan dan pelatihan non klasikal dilakanakan utnuk
bendahara, PPK dan PPSPM melalui E-Learning.

Menurut Bapak/Ibu, apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam
pengembangan kompetensi yang menmpengaruhi belum optimalnya
kompetensi?

Masalah terkait dengan pengembangan kompetensi belum optimal terkait
dengan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan juga jenis pelatihan yang
terbatas.

Menurut Bapak/Ibu, adakah dari faktor dari pegawai yang mempengaruhi
pengembangan kompetensi belum optimal?

Faktor dari diri personil tersebut sangat mempengaruhi pengembangan
kompetensi seperti eksibukan pekerjaan yang tidak ada penggantinya maupun
keperluan keluarga menjadi alasan untuk tidak dapat mengikuti pengembangan

kompetensi.
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12.

13.

14.

15.

Menurut Bapak/Ibu, apakah pengembangan kompetensi yang diberikan kepada
pegawai sudah memenuhi 20 JP?

Kami belum menerapkan sistim 20 Jp untuk pengembangan kompetensi
pegawai.

Menurut Bapak/Ibu, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk
mengurangi/menghilangkan faktor yang mempengaruhi belum optimalnya
pengembangan kompetensi PNS di Satker Ditbinmas Polda metro Jaya?
Penambahan kuota pelatihan, Jenis Pendidikan lebih banyak lagi dan metode
pelatihan yang bisa dilaksanakan secara online akan dapat memotivasi personil
dalam mengikuti pengembangan kompetensi.

Apakah terdapat reward bagi personil yang telah mengikuti pengembangan dan
memiliki kecukupan kompetensi dalam pelaksanaan tugasnya ?

Usulan mendapatkan jabatan dan percepatan naik pangkat menjadi reward bagi
personil yang memiliki kompetensi dan telah mengikuti penembangan yang
ada.

Bagaimana strategi yang dimiliki terkait pengoptimalan pengembangan
kompetensi?

Startegi pengoptimalan pengembangan kompetensi dengan menerbitkan surat
perinta agar personil mengikuti pelatihan dan pengembangan bagi yang belum

memenuhi persyaran pengembangan kompetensi.
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Lampiran 111

Nomor sampel 27
Unit Kerja : Pelayanan Masyarakat (Yanma)
Alamat : Polda Metro Jaya Jl. Jend. Sudirman No. 55

Jakarta Selatan

Latar Belakang Responden

Jabatan : Kasubbag Renmin

Pertanyaan

I.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum kompetensi PNS di Satker
Yanma Polda Metro jaya?

Personil PNS yang disatker kami masih banyak yang belum memiliki
kecukupan kompetensi.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana gambaran umum proses pengembangan
kompetensi PNS di Satker Yanma Polda Metro jaya?

Proses pengembangan kompetensi di satker kami masih belum terlasana
dengan optimal diakrena banyak dari personil kami yang belum mengikuti
Pendidikan dan pelatihan yang ada

Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat standar kompetensi PNS dalam
menduduki jabatan?

Stadar kompetensi sesuai golongan dan latar belakang Pendidikan serta
pekerjaan menjadi dasar untuk menduduki jabatan namun untuk jabatan yang
ada dikami jumlahnya sedikit dan Sebagian besar personil PNS di tempat kami
di golongan II dan tidak memiliki jabatan

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara menentukan seseorang pegawai memiliki
kompetensi ?

Menurut saya pelatihan-pelatihan yang telah diikuti dan keberhasilan dari
penyelesaian tugas atas pekerjaan sebelumnya dapat dikatakan personil
tersebut memiliki kompetensi

Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat pemetaan atas kompetensi yang dimiliki
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10.

11.

oleh personil PNS di Satker Ditbinmas Polda Metro Jaya?

Kami tidak melakukan pemetaan karena hal tersebut menjadi kewenangan dari
Biro SDM.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penetapan personil yang memerlukan
pengembangan kompetensi?

Penetapan personil yang memerlukan pengembangan kompetensi dilakukan
sesuai dengan bisang pekerjaan yang personil tersebut lakukan.

Menurut Bapak/Ibu bagaimana penilaian kompetensi yang dimiliki oleh
personil PNS?

Penilaian kompetensi yang dimiliki oleh personil PNS dilakukan melalui
pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Hal tersebut
telah menjadi penilaian yang baik bagi personil tersebut

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tahapan pelaksanaan pengembangan
kompetensi di satker Yanma Polda Metro Jaya?

Kami menunggu petunjuk dari Biro SDM terkait denganpelaksanaan
pengembangan kompetensi.

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi
Pendidikan dan pelatihan klasikal dan non klasikal?

Pendidiikan dan pelatihan klasikal dan non klasikal merupakan wewenang dari
Biro SDM

Menurut Bapak/Ibu, apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam
pengembangan kompetensi yang menmpengaruhi belum optimalnya
kompetensi?

Masalah terkait dengan pengembangan kompetensi belum optimal, personil
dikami tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pengemabnagan
kompetensi.

Menurut Bapak/Ibu, adakah dari faktor dari pegawai yang mempengaruhi
pengembangan kompetensi belum optimal?

Sebagian besar personil kami adalah laki-laki, hanya kesempatan untuk iku

pengembangan yang belum kami dapatkan.
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12.

13.

14.

15.

Menurut Bapak/Ibu, apakah pengembangan kompetensi yang diberikan kepada
pegawai sudah memenuhi 20 JP?

Di satker kami 20 JP belum dilaksanakan.

Menurut Bapak/Ibu, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk
mengurangi/menghilangkan faktor yang mempengaruhi belum optimalnya
pengembangan kompetensi PNS di Satker yanma Polda metro Jaya?
Kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan dlam rangka
pengembangan kompetensi diperlukan untuk mengurangi faktor belum
optimalnya pengembangan kompetensi.

Apakah terdapat reward bagi personil yang telah mengikuti pengembangan dan
memiliki kecukupan kompetensi dalam pelaksanaan tugasnya ?

Diusulkan untuk menduduki jabtan.

Bagaimana strategi yang dimiliki terkait pengoptimalan pengembangan
kompetensi?

Strateginya adalah berkoordinasi untuk dapat memberikan kuta tambahan

peserta bagi anggota PNS yanma.
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